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INTISARI 
 
 

Meningkatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya tanah, 
dan dinamika kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan swasta di 
Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta melahirkan kepentingan yang 
berbeda-beda. Kepentingan tersebut akan menimbulkan permasalahan 
yang kompleks, sehingga sengketa pertanahan akan terjadi dan 
cenderung meningkat. Melalui interpretasi visual, veriabel rawan sengketa 
pertanahan dapat disadap dari citra satelit Quickbird. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: kepadatan bangunan, aksesibilitas, 
pembangunan/perkembangan kota (melalui interpretasi citra), dan nilai 
tanah (tidak melalui interpretasi citra). Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui kemampuan citra satelit Quickbird untuk identifikasi variabel-
variabel rawan sengketa pertanahan, pemodelan spasial dan pembuatan 
Peta Rawan Sengketa Pertanahan. 

Cara penelitian merupakan gabungan teknik interpretasi visual 
citra satelit Quickbird beserta uji ketelitian hasil interpretasi, survey 
lapangan, pengharkatan berjenjang tertimbang dan analisis. Sampel uji 
ketelitian hasil interpretasi dibuat secara merata dan proporsional dengan 
mempetimbangkan luas area atau blok. Survey lapangan dilakukan 
terhadap sampel yang telah ditentukan untuk mengetahui kebenaran hasil 
interpretasi. Masing-masing variabel dianalisis untuk dilihat hubungannya 
terhadap sengketa pertanahan yang terjadi di lapangan. Analisis tersebut 
digunakan untuk memberi skor dan bobot variabel-variabel rawan 
sengketa pertanahan. Pembuatan model dilakukan dengan cara tumpang 
susun (overlay) metode Union terhadap 4 variabel yang telah diberi skor 
dan bobot, kemudian dihitung harkat totalnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra satelit Quickbird dapat 
digunakan untuk interpretasi variabel-variabel rawan sengketa 
pertanahan. Dari hasil uji interpretasi diperoleh ketelitian sebesar 93,15 % 
untuk variabel aksesibilitas, 90,91 % untuk variabel kepadatan bangunan, 
dan 93,12 % untuk variabel pembangunan/perkembangan kota. 
Pemodelan spasial rawan sengketa pertanahan melalui pemanfaatan citra 
satelit Quckbird dapat dilakukan dengan cara pengharkatan berjenjang 
tertimbang dan overlay . Dari penghitungan diperoleh harkat total paling 
rendah adalah 12 dan harkat total paling tinggi adalah 30. Hasil overlay 
diperoleh 40 variasi  zona sengketa pertanahan yang terbagi dalam kelas 
sangat rawan, cukup rawan, dan tidak rawan. Penyajian rawan sengketa 
pertanahan di Kecamatan Mergangsan, disajikan dalam betuk Peta 
Rawan Sengketa Pertanahan  menggunakan simbol warna, sistem 
koordinat TM-30 dengan skala 1 : 5000. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting 

untuk menopang kelangsungan hidup manusia. Tanah dalam konteks 

ini, artinya tanah dalam bentuk 2 (dua) dimensi yang mempunyai 

panjang dan lebar sehingga diketahui luasan tertentu dan untuk 

penggunaannya berkaitan erat dengan ruang di atas dan di bawahnya, 

bukan tanah dalam arti soil. Oleh karena itu tanah harus dikelola 

dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan. 

Dalam konteks yuridiksi, tanah dibatasi menjadi wilayah-wilayah 

administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan baik secara 

nasional maupun kedaerahan. Tanah dalam luasan tertentu juga 

dikelompokkan menjadi wilayah pedesaan (rural), pinggiran kota 

(suburban), kota (urban). Masing-masing wilayah ini mempunyai 

karakter dan permasalahan yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu 

pengelolaan yang berbeda pula. Berdasarkan pengalaman emphiris, 

wilayah perkotaan berpotensi lebih banyak terjadi dan rawan masalah 

di bidang pertanahan dibandingkan di pedesaan.  

Kota merupakan pusat pelbagai kegiatan di suatu daerah 

tertentu, yakni pusat pengelompokan penduduk, pusat kegiatan 

ekonomi, pusat pemerintahan, kegiatan sosial politik, dan kegiatan 
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budaya (Bintarto, 1997). Keadaan kota lebih dinamis dibandingkan 

daerah pedesaan sehingga perubahan di kota relatif lebih cepat. 

Prasarana dan sarana di kota menyebabkan meningkatnya pergerakan 

(mobilitas) penduduk ke kota, didukung pula dengan besarnya 

keinginan masyarakat ingin merubah nasib di kota, maka arus 

urbanisasi tidak dapat dihindarkan. Selain itu pertambahan alami 

penduduk kota sendiri meningkat, hal ini merupakan efek domino arus 

urbanisasi sehingga jumlah penduduk di kota meningkat. Seiring 

meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan semakin meningkat 

dan beragam, sementara tanah dalam konteks batas administratif 

perkotaan tetap. Dengan kata lain kebutuhan masyarakat bersifat 

dinamis sedangkan tanah bersifat statis.  

Terjadinya peningkatan kebutuhan penduduk yang tidak 

diimbangi dengan pembangunan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan 

akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan kota, dan hal 

ini akan melahirkan masalah (Tamin, 1997:  2). Kebutuhan yang 

dimaksud adalah tanah sebagai tempat berdirinya bangunan untuk 

pemukiman (tempat tinggal)/tempat bekerja, sarana aksesibilatas, 

pembangunan/perkembangan kota.  

Dari berbagai fenomena di atas, seperti meningkatnya jumlah 

penduduk, terbatasnya sumber daya tanah dan dinamika kebutuhan 

masyarakat, pemerintah, swasta melahirkan kepentingan yang 

berbeda-beda. Kepentingan tersebut  akan menimbulkan 
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permasalahan yang kompleks, sehingga sengketa pertanahan akan 

terjadi dan cenderung meningkat.  

Sengketa pertanahan merupakan hal yang bersifat sosial, 

sehingga cukup sulit untuk menyajikan dalam bentuk informasi spasial 

(peta). Sengketa pertanahan tidak dapat dilihat secara fisik seperti apa 

yang tersaji dalam suatu fenomena. Melalui interpertasi secara visual 

dari citra satelit Quickbird, variabel-variabel yang bersifat keruangan 

seperti: kepadatan bangunan, aksesibilitas, pembangunan/ 

perkembangan kota yang berdampak pada peningkatan nilai tanah 

(harga tanah), yang berperan sebagai faktor pemicu sengketa 

pertanahan dapat diamati.  

Kebanyakan penyajian data mengenai sengketa pertanahan 

berupa data statistik berdasarkan satuan wilayah administratif tertentu, 

tanpa menyajikan distribusinya secara spasial, sehingga sulit untuk 

mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang sebenarnya mempunyai 

tingkat sangat rawan, cukup rawan, tidak rawan terhadap sengketa 

pertanahan. Untuk menggambarkan persebaran data secara spasial, 

satu-satunya cara yang tepat adalah dengan cara pemetaan. 

Citra satelit Quickbird mampu menyajikan kenampakan spasial 

secara detil dan menyeluruh berdasarkan ketelitian tertentu serta 

mampu memberikan analisis kewilayahan. Pengumpulan data dapat 

dilaksanakan tanpa turun langsung ke lapangan, hal ini akan 

menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Maka lokasi-lokasi rawan 
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sengketa pertanahan pada titik-titik yang mempunyai tingkat 

kepadatan bangunan, aksesibilitas, pembangunan/perkembangan kota 

dapat dideteksi dengan cepat dan dapat dipetakan (berdasarkan 

variabel-veriabel di atas) melalui interpretasi citra. Peta tersebut 

menyajikan distribusi data sengketa pertanahan secara spasial.  

Maka perlu dibuat suatu model spasial yang menyajikan 

informasi mengenai tingkat kerawanan sengketa pertanahan, agar 

kepemilikan dan penguasaan tanah oleh perorangan atau badan 

hukum lebih berhati-hati. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 

pertanahan yang berlaku, sehingga terjamin kepastian dan 

perlindungan hukumnya, sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah 

yang tercantum dalam Pasal 3 poin (a) Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul 

penelitian dalam skripsi adalah: 

”PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK 
PEMODELAN RAWAN SENGKETA PERTANAHAN DI 
KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA ”. 

  

B. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang dimaksud, maka penulis menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel aksesibilitas, kepadatan bangunan, dan 

pembangunan/perkembangan kota, yang mempengaruhi 
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kerawanan sengketa pertanahan dapat diinterpretasi (disadap) 

dari citra satelit Quickbird? 

2. Apakah pemodelan rawan sengketa pertanahan dengan 

memanfaatkan citra satelit Quickbird dapat dilakukan? 

3. Bagaimana penyajian secara spasial rawan sengketa 

pertanahan dengan memanfaatkan citra satelit Quickbird 

berdasarkan variabel-variabel hasil interpretasi? 

 

C. Batasan Masalah. 

1. Rawan sengketa pertanahan  dalam perspektif keruangan/spasial 

melalui interpretasi visual citra terhadap unsur-unsur fisik meliputi: 

aksesibilitas, kepadatan bangunan, pembangunan/perkembangan 

kota, bukan rawan sengketa dalam arti yuridis. 

2. Pemanfaatan citra satelit Quickbird yang telah mengalami koreksi 

radiaometrik dan koreksi geometrik. Digunakan sebagai data utama 

melakukan interpretasi secara visual untuk memperoleh unsur-

unsur fisik, serta didukung pula dengan data lain berupa: Peta 

Rencana Tata Ruang, Peta Batas Administrasi, Peta Harga Tanah 

berdasarkan NJOP PBB. 

3. Unsur-unsur non fisik (seperti: sosial, ekonomi, hukum, politik, dan 

budaya) yang dimungkinkan berpengaruh terhadap rawan sengketa 

pertanahan tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui kemampuan citra satelit Quickbird  untuk identifikasi 

variabel-variabel fisik terhadap fenomena yang ada di 

perkotaan. 

b. Menyajikan pemodelan spasial berupa Peta Rawan Sengketa 

Pertanahan yang representatif dari citra satelit Quickbird. 

c. Membuat Peta Rawan Sengketa Pertanahan berdasarkan 

sumber data utama citra satelit Quickbird.  

2. Kegunaan Penelitian. 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan 

pertanahan terutama dalam hal pemodelan daerah rawan 

sengketa pertanahan, yang belum pernah dilakukan. 

b. Peta Rawan Sengketa Pertanahan dapat digunakan sebagai 

sarana dalam penentuan kebijakan pertanahan yang sesuai dan 

tepat dengan kondisi suatu daerah yang rawan terhadap 

sengketa pertanahan. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa variabel-variabel aksesibilitas, kepadatan bangunan, 

pembangunan/perkembangan kota, yang mempengaruhi 

kerawanan sengketa pertanahan dapat diinterpretasi dari citra 

satelit Quickbird. Dari hasil uji interpretasi diperoleh ketelitian 

sebesar 93,15 % untuk variabel aksesibilitas, 90,91 % untuk 

variabel kepadatan bangunan, dan 93,12 % untuk unsur-unsur 

geogfafis yang mencakup variabel pembangunan/perkembangan 

kota. Keteletian tersebut lebih besar dari 85 %, sebagaimana yang 

telah disyaratkan oleh Jensen. 

2. Pemodelan rawan sengketa pertanahan melalui pemanfaatan citra 

satelit Quickbird dapat dilakukan, dengan cara pengharkatan dan 

overlay peta-peta hasil interpretasi citra. Pengharkatan dan overlay 

dilakukan terhadap peta aksesibilitas, peta kepadatan bangunan, 

peta pembangunan/perkembangan kota, dan peta nilai tanah 

(Variabel rawan sengketa pertanahan). Berdasarkan penghitungan 

harkat total dapat diketahui bahwa Harkat totol paling rendah 

adalah 12 sedangkan harkat total paling tinggi adalah 30. Di 

Kecamatan Mergangsan terdapat 40 zona/daerah sengketa 

pertanahan yang terbagi dalam kelas sangat rawan, cukup rawan, 
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dan tidak rawan (lihat lampiran 19 dan lampiran 21). Kelas sangat 

rawan luasnya mencapai 64,65 Ha dengan persentase 29,01 %, 

kelas cukup rawan luasnya mencapai 86,20 Ha dengan persentase 

38,69 %, dan kelas tidak rawan luasnya mencapai 71,96 Ha 

dengan persentase 32,30 %. 

3. Penyajian rawan sengketa pertanahan di Kecamatan Mergangsan, 

disajikan dalam bentuk peta rawan sengketa pertanahan. Kelas 

rawan sengketa pertanahan terdiri dari kelas sangat rawan, cukup 

rawan, dan tidak rawan. Menggunakan simbol warna, sistem 

koordinat TM-30 dengan skala 1 : 5000. Peta rawan sengketa 

pertanahan dapat dilihat pada lampiran 19. 

 

B. Saran. 

1. Pada penelitian selanjutnya hendaknya dapat dilakukan 

penambahan beberapa variabel penentu rawan sengketa 

pertanahan. Tidak hanya sebatas variabel-variabel fisik/spasial saja 

melainkan variabel-variabel ekonomi, politik, sosial dan budaya. 

Sehingga dapat diperoleh model peta rawan sengketa pertanahan 

yang lebih komprehensif. 

2. Sengketa pertanahan merupakan fenomena sosial yang selalu 

melekat dalam kehidupan masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat 

timbul. Kebanyakan sengketa pertanahan yang terjadi sulit 

diketahui (diinventarisir) karena budaya masyarakat cenderung 

tertutup. Upaya-upaya antisipasi/pencegahan harus menjadi 
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perhatian utama, sebelum sengketa pertanahan meluas. Lokasi-

lokasi yang sangat rawan dan cukup rawan sengketa pertanahan 

seperti yang tersaji dalam peta rawan sengketa pertanahan adalah 

sebagain kecil contoh lokasi yang perlu prioritas pencegahan 

sengketa pertanahan.  
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